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	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan  Y.C. Oevang Oeray  Telp.  (0565) 21703-23481 Fax. (0565) 24871

S I N T A N G  -  7 8 6 1 2


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  

USAHA KECIL DAN MENENGAH  KABUPATEN SINTANG 

NOMOR : 065/28/KPTS-INDAGKOP /2018
T E N T A N G

	PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERINDUSTRIAN, 
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN SINTANG 
 


 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, 

USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun pengelolaan pengaduan;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan menegdepankan asa mudah, responsif, akuntabel dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan. 
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang–UndangNomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang...
8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, TambahanLembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dearah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016   Nomor 113);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
KESATU
:
Pengelolaan Pengaduan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan ini.
KEDUA : ...
KEDUA
:
Pengelolaan Pengaduan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sebagaimana pada Diktum KESATU meliputi :
a. Prosedur Pengelolaan Pengaduan;

b. Pejabat Pengelola Pengaduan;

c. Tim Penelaah/Penjawab Aduan;

d. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi;

e. Tata Cara Penanganan Pengaduan; dan

f. Alur Penanganan Pengaduan;

KETIGA
:
Prosedur Pengelolaan Pengaduan, Pejabat Pengelola Pengaduan, Tim Penelaah/Penjawab Aduan, Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi, Tata Cara Penanganan Pengaduan dan Alur Penanganan Pengaduan,  sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a, b, c, d, e dan f adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 
KEEMPAT
:
Surat  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
                                                    Ditetapkan  di Sintang

                                                           pada tanggal    10 Desember 2018
    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Sintang

H. SUDIRMAN, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

 NIP. 19611216 198403 1 005
Tembusan :
1. Bupati Sintang di Sintang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN    :   KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  KOPERASI,  USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG
  NOMOR      :  800/28/ KPTS-INDAGKOP/2018
  TANGGAL   :  10 DESEMBER  2018

  TENTANG  :  PENGELOlAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS  PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG
A. Prosedur Pengelolaan Pengaduan :

1.  Pihak pengadu menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang;

2. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

a. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
c. SMS

: 081345623578
d. Telepon 

: (0565) 21703
e. Faxcimile
: (0565) 23481
f. Email

: indagkop8@gmail.com
B. Pejabat Pengelola Pengaduan :

1.   Nama
: Nurfajriansah, S.T., M.Eng
      NIP

: 19710903 199203 1 006
Jabatan
: Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Industri
2.   Nama
: Budi Hartono, S.AP., M.Si
      NIP

: 19801221 200003 1 002
 Jabatan
: Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
C. Tim Penelaah/Penjawab Aduan, terdiri atas :
1.   Nama
: Blasius, S.Sos
NIP

: 19620201 198703 1 022

 Jabatan
: Kepala Bidang Perindustrian

2.   Nama
: Emiliana Lidya, SH., M.Si
 NIP

: 19670326 199903 2 003

  Jabatan
: Kepala Bidang Perdagangan

3.  Nama

: Jum’anudin, S.Sos., M.Si



 NIP

: 19630830 198612 1 001


    Jabatan 
: Kepala Bidang Pasar

4.
 Nama

: Jatmiko, S.Sos., M.M



 NIP

: 19621128 198903 1 012



 Jabatan
:  Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
D. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi, antara lain :

1.  Identitas pengadu lengkap terdiri dari nama, alamat dan nomor telepon dan/atau nomor handphone yang bisa dihubungi.

2.  Objek pengaduan harus jelas.

E. Tata Cara Penanganan Pengaduan :

1.  Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan.

2.  Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat pengaduan baik yang melalui tatap muka langsung, tertulis maupun melalui media SMS, telepon dan email ke dalam buku pengaduan,dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penelaah/Penjawab Aduan.
3.  Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penelaah/Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan).

4.  Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait. 

5.  Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Pimpinan dan mempublikasikan statistik/rekapitulasi pengaduan pada papan pengumuman/informasi setiap bulannya
F. Alur Penanganan Pengaduan
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Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KabupatenSintang
H. SUDIRMAN, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda





        NIP. 19611216 198403 1 005
A. Alur Penanganan Pengaduan
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Rapat Pembahasan


Pengaduan (jika perlu)





Tim Penelaah/ Penjawab Aduan





Pejabat Pengelola Pengaduan





Pelapor/


Pengadu
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